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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Setiap negara dituntut untuk memiliki sumber-sumber penerimaan 
yang digunakan untuk menjalankan pemerintahannya. Begitu pula dengan 
pemerintah Indonesia yang harus terus meningkatkan penerimaannya guna 
kelangsungan pembangunan.  Indonesia sendiri merupakan negara hukum 
yang berlandaskan UUD 1945 dan Pancasila yang di dalamnya telah diatur 
pelaksanaan pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat 
adil dan makmur. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas sehingga 
memerlukan biaya yang sangat besar juga bagi pembangunannya, oleh karena 
itu pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan ekonomi untuk memenuhi 
kebutuhan dan menjaga stabilitas nasional. Salah satu kebijakan tersebut 
adalah kebijakan fiskal yang dilakukan dengan cara meningkatkan 
pendapatan negara dari sektor pajak. Sektor ini sangat menjanjikan bagi 
penerimaan negara karena peningkatannya yang cukup signifikan dari tahun 
ke tahun. 
Besarnya penerimaan pajak membuat pemerintah terus menggali 
potensi dari penerimaan ini, khususnya pada Pajak Penghasilan (PPh). Hal ini 
dilakukan dengan cara memperluas subyek dan obyak pajak yang dapat 
dijaring, meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya bagi yang telah 
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memenuhi syarat menjadi Wajib Pajak (WP)  dalam memenuhi kewajiban 
pajaknya, dan meningkatkan kepatuhan bagi WP tersebut. 
Setiap WP akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 
NPWP ini berfungsi sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang 
digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan 
hak dan kewajiban perpajakannya.  
Permasalahan yang sedang hangat terjadi adalah mengenai kewajiban 
bagi pensiunan untuk memiliki NPWP. Hal ini sesuai dengan UU No.36/ 
2008 pasal 4 tentang PPh yang menyebutkan bahwa dana pensiun merupakan 
salah satu dari objek pajak dan subjek pajaknya adalah pensiunan itu sendiri, 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2009, dan 
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/ PMK.03/ 2010. 
Ketentuan tersebut seharusnya mulai berlaku sejak Januari 2009, tetapi 
karena masih banyak pensiunan yang belum mengetahui hal tersebut maka 
diberikan toleransi hingga awal 2010 ini. Kepemilikan NPWP ini selain 
berguna untuk proses administrasi juga akan memberikan keuntungan bagi 
WP pensiunan. Bagi pensiunan yang tidak memiliki NPWP akan dikenai PPh 
lebih tinggi 20% dari tarif pajak yang diterapkan terhadap pensiunan yang 
dapat menunjukkan NPWP. Bagi pensiunan yang berpenghasilan kurang dari 
Rp1.320.000,00 tidak akan dikenai pajak dan tidak perlu memiliki NPWP, 
tetapi tetap disarankan untuk memiliki NPWP menyangkut administrasi atau 
identitas diri seperti halnya KTP.  
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Berdasarkan keharusan memiliki NPWP bagi pensiunan tersebut, 
maka penulis mengambil judul: “ANALISIS DAMPAK KEWAJIBAN 
NPWP BAGI PENSIUNAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK 
PENGHASILAN DI WILAYAH SURAKARTA”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Penulis merumuskan permasalahan yang dikemukakan dalam tugas 
akhir ini ke dalam pertanyaan sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah dampak bertambahnya WP Pensiunan terhadap 
penerimaan PPh di wilayah Surakarta? 
2. Apakah kelebihan dan kelemahan diharuskannya pensiunan untuk 
memiliki NPWP? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui dampak bertambahnya WP Pensiunan terhadap 
penerimaan PPh di wilayah Surakarta. 
2. Untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan diharuskannya pensiunan 
untuk memiliki NPWP.  
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D. Manfaat Penelitian 
1. Bagi Penulis 
Penelitian ini menambah wawasan penulis mengenai perpajakan di 
Indonesia khususnya dalam hal Pajak Penghasilan terhadap pensiunan. 
Penulis juga dapat menerapkan teori-teori yang telah penulis dapat pada 
saat perkuliahan di dalam perpajakan secara nyata. 
2. Bagi KPP Pratama Surakarta 
Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui jumlah WP 
Pensiunan yang mendaftar pada tahun pajak 2009 serta besarnya 
pengaruh pertambahan WP tersebut bagi penerimaan Pajak Penghasilan 
di wilayah Surakarta. 
3. Bagi Pemerintah 
Sebagai sumbangan infomasi yang dapat dipakai sebagai bahan evaluasi 
dalam membuat Surat Keputusan yang berhubungan dengan perpajakan 
terutama Pajak Penghasilan. 
4. Bagi Pembaca 
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan acuan 
dalam penelitian selanjutnya. 
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E. Metode Penelitian 
Metodologi penelitian merupakan suatu unsur yang harus ada dalam 
suatu penelitian. Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang 
cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis, dan memahami 
lingkungan-lingkungan yang dihadapi (Soekanto, 1996: 6). 
Dalam suatu penelitian untuk memperoleh suatu hasil yang valid dan 
reliabel, maka diperlukan adanya metodologi, dimana metodologi yang 
berfungsi untuk memberikan patokan atau pedoman dalam menganalisis, 
mempelajari, dan memahami keadaan yang dihadapi peneliti dalam suatu 
penelitian (Soekanto, 1996: 143). 
1. Obyek Penelitian 
Dalam penelitian pada tugas akhir ini, obyek penelitian penulisan adalah 
WP Pensiunan di wilayah Surakarta pada tahun 2009. Obyek penelitian 
ini sesuai dengan judul yang penulis ambil sehubungan dengan pengaruh   
2. Jenis dan Sumber Data 
Dalam menyusun laporan tugas akhir ini, penulis memerlukan data-data 
yang terbagi atas berbagai macam, meliputi: 
a. Data Primer 
Data primer adalah tempat atau gudang penyimpanan yang orisinil 
dari data sejarah. Data primer merupakan sumber-sumber dasar yang 
merupakan bukti atau catatan resmi yang dibuat pada suatu kejadian 
(Nazir, 1998: 58). 
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b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah catatan tentang adanya suatu peristiwa ataupun 
catatan-catatan yang jaraknya telah jauh dari sumber orisinil (Nazir, 
1998: 59). 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah 
sebagai berikut: 
a. Metode Observasi 
Penulis mengumpulkan data dan bahan dengan mengadakan 
pengamatan langsung terhadap obyek yang berkaitan dengan PPh 
Pensiunan di KPP Pratama Surakarta. 
b. Metode Wawancara 
Penulis mengumpulkan data dan bahan dengan cara melakukan 
tanya jawab langsung dengan petugas di KPP Pratama Surakarta. 
c. Studi Kepustakaan/ Referensi 
Penulis mengumpulkan bahan dengan studi kepustakaan melalui 
buku-buku yang berkaitan dengan tugas akhir penulis, seperti 
Undang-undang Perpajakan yang terbaru, Keputusan Menteri 
Keuangan, buku-buku yang berkaitan dengan perpajakan di 
Indonesia, dan sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan 
obyek penelitian penulis. 
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4. Teknik Pembahasan  
Teknik pembahasan yang dilakukan oleh penulis dalam tugak 
akhir ini bersifat deskriptif, dimana dalam penelitian ini dimaksudkan 
untuk menggambarkan secara jelas tentang berbagai hal yang berkaitan 
dengan obyek penelitian, yaitu tentang pengaruh NPWP pensiunan 
terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. 
Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk 
menyajikan suatu profil atau menjelaskan aspek-aspek yang relevan 
dengan suatu fenomena yang diteliti dari perspektif individual, 
organisasi, industri, dan perpektif lainnya (Hanitijo, 1998: 115).  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pengertian Pajak 
Pengertian pajak secara umum adalah iuran rakyat kepada kas negara 
berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat 
kontraprestasi yang langsung dapat ditujukkan dan sigunakan untuk 
membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2009: 1). 
Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur: 
1. Iuran dari rakyat kepada kas negara. 
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa 
uang (bukan barang). 
2. Berdasarkan undang-undang. 
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta 
aturan pelaksanaannya. 
3. Tanpa jasa timbal atau kontra. prestasi dari negara secara langsung dapat 
ditunjukkan. 
Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan kontraprestasi 
individual oleh pemerintah. 
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-
pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 
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B. Fungsi Pajak 
Pajak memiliki fungsi dalam kegiatan bernegara yang sangat penting 
peranannya antara lain (Mardiasmo, 2009: 1): 
1. Fungsi Penerimaan (Budgetair) 
Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluarannya. 
2. Fungsi Mengatur (Reguler) 
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 
kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi. 
 
C. Sistem Pemungutan Pajak  
Sistem pemungutan pajak di Indonesia dibagi menjadi tiga 
(Mardiasmo, 2009: 7), yaitu: 
1. Official Assessment System 
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 
aparat pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang 
oleh Wajib Pajak. 
2. Self Assessment System 
Adalah suatu sistem pemungutan pajak di mana Wajib Pajak diberi 
kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri jumlah pajak yang 
terutang, serta melaporkannya secara teratur kepada KPP setempat. 
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3. With Holding System 
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang 
kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak 
yang terutang oleh Wajib Pajak. 
 
D. Pengelompokkan Pajak 
Pengelompokkan pajak di Indonesia dibagi menjadi tiga (Suandy, 
2002: 39), yaitu: 
1. Menurut Golongannya 
a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh WP dan 
tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain. 
b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. 
2. Menurut Sifatnya 
a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan 
pada keadaan pribadi WP atau pengenaan pajak yang 
memperhatikan keadaan subjeknya. 
b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan pada 
objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang 
mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa 
memperlihatkan keadaan pribadi Subjek Pajak (WP) maupun tempat 
tinggal.  
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3. Menurut Lembaga pemungutannya 
a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. 
Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan atas Barang mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea 
Meterai. 
b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah 
baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II dan digunakan untuk 
membiayai rumah tangga daerah masing-masing. 
Contoh Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi): Pajak Kendaraan 
Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama 
Tanah, Pajak Izin Penangkapan Ikan di Wilayahnya. 
Contoh Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/ Kotamadya): Pajak 
Pembangunan I, Pajak Penerangan Jalan, Pajak atas Reklame, Pajak 
Anjing, dan lain-lain. 
 
E. Pengertian Wajib Pajak (WP) 
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran 
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan 
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 
perpajakan (Mardiasmo, 2009: 21). 
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F. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
1. Dasar Hukum NPWP 
Semua orang yang mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak pasti akan 
dinberi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini diatur dalam Pasal 2 
ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tantang ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi:  
“Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat 
Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau 
tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok 
Wajib Pajak”. 
 
2. Pengertian NPWP 
NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana 
dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal 
diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban 
perpajakannya. 
3. Fungsi NPWP 
a. Sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan 
sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak, 
b. Dipergunakan untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen 
perpajakan, 
c. Dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak 
dan pengawasan administrasi perpajakan, 
d. Dipergunakan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan, 
misalnya dalam Surat Setoran Pajak (SSP), 
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e. Dipergunakan untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi 
tertentu yang mewajibkan mencantumkan NPWP dalam dokumen-
dokumen yang diwajibkan. 
f. Dipergunakan untuk keperluan-keperluan SPT Masa dan Tahunan 
4. Pengertian SPT 
SPT atau Surat Pemberitahuan adalah surat digunakan oleh Wajib Pajak 
untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, Obyek Pajak, 
dan atau bukan Obyek Pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut 
ketentuan perundang-undangan perpajakan. 
5. Jenis SPT 
SPT dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 
a. SPT Masa 
Adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak, terdiri dari: 
1) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan 
Pasal 26; 
2) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 22; 
3) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 san Pasal 
26; 
4) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25; 
5) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2); 
6) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15; 
7) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai; 
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8) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi 
pemungut; 
9) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penjualan atas Barang Mewah; 
10) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi 
Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran yang menggunakan 
nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak. 
b. SPT Tahunan 
Adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian 
Tahun Pajak yang terdiri dari: 
1) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak 
Badan; 
2) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak 
Badan yang diizinkan untuk menyelenggarakan pembukuan 
dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat; 
3) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak 
Orang Pribadi; 
4) Surat Pemberutahuan Tahunan Pajak penghasilan Pasal 21. 
 
G. Pajak Penghasilan Orang Pribadi 
1. Subjek Pajak 
Berdasarkan status, orang pribadi sebagai subjek pajak 
penghasilan dibedakan menjadi dua, yaitu Wajib Pajak Dalam Negeri 
(WPDN) dan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN). Sesuai dengan 
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ketentuan Undang-Undang No.17 Tahun 2000 pasal 2 ayat (3) huruf a, 
orang pribadi (warga negara mana saja) dapat menjadi WPDN bila 
memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut: 
a. Bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 
183 (seratus delapan puluh tiga)  hari dalam jangka waktu 12 (dua 
belas) bulan. 
b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. 
c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang berhak. 
Orang pribadi selain yang  memenuhi salah satu kriteria yang telah 
disebutkan di atas, merupakan Wajib Pajak Luar Negeri. 
Kewajiban pajak subjektif bagi orang pribadi yang bertempat 
tinggal di Indonesia dimulai pada saat ia dilahirkan di Indonesia, 
sedangkan bagi orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 
(seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) 
bulan atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di 
Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia, 
kewajiban pajak subjektifnya dimulai sejak hari pertama orang pribadi 
tersebut berada di Indonesia atau berniat untuk bertempat tinggal di 
Indonesia. Kewajiban pajak subjektif orang pribadi berakhir pada saat 
meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. 
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2. Objek Pajak 
Dalam Undang-undang No.17 Tahun 2000 pasal 4 ayat (1) 
tentang Pajak Penghasilan yang termasuk penghasilan sebagai objek 
pajak adalah sebagai berikut: 
a. Penggantian atau imbalan; 
b. hadiah dari undian; 
c. laba usaha; 
d. keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta; 
e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan 
sebagai pajak; dan 
f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 
pengembalian utang. 
3. Pengecualian Objek Pajak 
Dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2000 pasal 4 ayat (3) 
tentang Pajak Penghasilan yang tidak termasuk penghasilan sebagai 
objek pajak atau dikecualikan sebagai objek pajak adalah sebagai berikut: 
a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat; 
b. warisan; 
c. pembayaran dari perusahaan asuransi; 
d. iuran pensiun kepada dana pensiun yang disahkan Menteri 
Keuangan; 
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e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau yang 
diterima dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak 
atau pemerintah.  
 
H. Dana Pensiun 
Peraturan mengenai dana pensiun telah diatur secara terperinci dan 
jelas di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Menurut UU ini dana 
pensiun didefinisikan sebagai berikut:  
“Badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang 
menjanjikan manfaat pensiun” 
 
Penghasilan ini biasanya berupa uang yang dapat diambil setiap 
bulannya/ diambil sekaligus pada saat seseorang memasuki masa pensiun, hal 
ini tergantung dari kebijakan yang terdapat dalam suatu perusahaan. 
Sedangkan menurut kamus besar Bahasa Indonesia (2002: 208), Dana 
Pensiun didefiniskan sebagai berikut: 
“Lembaga yang keuangannya diperoleh dari iuran tetap para peserta 
ditambah penghasilan perusahaan yang disisihkan dan para peserta berhak 
memperoleh bagian keuntungan itu setelah pensiun”   
 
Berdasarkan UU No 11 Tahun 1992, di Indonesia mengenal 3 jenis 
dana pensiun yaitu: 
1. Dana pensiun pemberi kerja, yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh 
orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk 
menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun 
iuran pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawan sebagai 
peserta, dan menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. 
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2. Dana pensiun lembaga keuangan, yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh 
bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program 
pensiun iuran pasti, bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerjaan 
mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan 
bank atau perusahaan asuransi jiwa. 
3. Dana pensiun berdasarkan keuntungan, yaitu dana pensiun pemberi kerja 
yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti dengan iuran hanya 
dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan 
keuntungan pemberi kerja. 
Berdasarkan UU No. 11 Tahun 1992 ini, dana pensiun memiliki 
manfaat sebagai berikut: 
1. Manfaat pensiun normal, yaitu manfaat pensiun bagi peserta yang mulai 
dibayarkan pada saat peserta pensiun telah mencapai usia pensiun normal 
atau sesudahnya. 
2. Manfaat pensiun dipercepat, yaitu manfaat pensiun bagi peserta yang 
dibayarkan bila peserta pensiun pada usia tertentu sebelum usia pensiun 
normal. 
3. Manfaat pensiun cacat, yaitu manfaat pensiun bagi peserta yang 
dibayarkan bila peserta menjadi cacat. 
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BAB III 
PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum KPP Pratama Surakarta 
1. Sejarah Berdirinya KPP Pratama Surakarta 
KPP Pratama Surakarta berstatus sebagai Kantor Dinas Luar 
Tk.I (KDL. Tk.I) sebelum tahun 1966. Kantor ini bekerja di bawah 
wewenang Kantor Inspeksi Keuangan Yogyakarta, sebagaimana KDL 
Tk.I Klaten. Pada tahun 1966, KDL Tk.I Surakarta ditingkatkan menjadi 
Kantor Inspeksi Keuangan Surakarta yang membawahi KDL Tk.I Klaten. 
Pada akhir tahun 1966, semua nama Kantor Inspeksi Keuangan termasuk 
Kantor Inspeksi Keuangan Surakarta diubah menjadi Kantor Inspeksi 
Pajak Surakarta yang bertipe B.2 dengan wilayah kerja se-eks 
Karesidenan Surakarta. Pada tanggal 1 April 1989, berdasarkan 
Keputusan Presiden Nomor 276/ KMK.01/ 1989 tanggal 25 Maret 1989 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak, Kantor 
Pelayanan Pajak Surakarta dipecah menjadi: 
a. Kantor Pelayanan Pajak Surakarta Tipe B dengan wilayah kerja 
sebagai berikut: 
1) Kotamadya Surakarta 
2) Kabupaten Karanganyar 
3) Kabupaten Sragen 
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b. Kantor Pelayanan Pajak Klaten dengan wilayah kerja sebagai 
berikut: 
1) Kota Administratif  Klaten 
2) Kabupaten Boyolali 
3) Kabupaten Sukoharjo 
4) Kabupaten Wonogiri 
Sejak tanggal 29 Maret 1994, berdasarkan Keputusan Menteri 
Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/ KMK.01/ 1994 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan 
Pajak Surakarta diubah menjadi tipe A dengan wilayah kerja sebagai 
berikut: 
a. Kotamadya Surakarta 
b. Kabupaten Karanganyar 
c. Kabupaten Sragen 
d. Kabupaten Boyolali 
Pada tahun 2001, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan 
Nomor 443/ KMK.01/ 2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Surakarta 
membawahi wilayah kerja sebagai berikut: 
a. Daerah Administratif 
1) Kota Surakarta 
2) Kabupaten Karanganyar 
3) Kabupaten Sragen 
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4) Kabupaten Boyolali 
b. Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan 
1) Surakarta 
2) Sragen 
Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-
141/ PJ/ 2007 tanggal 3 Oktober 2007, Kantor Pelayanan Pajak Surakarta 
berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) 
Surakarta. KPP Pratama Surakarta memiliki wilayah kerja di lima 
kecamatan, yaitu:  
a. Laweyan 
b. Jebres 
c. Serengan 
d. Pasar Kliwon 
e. Banjarsari 
KPP Pratama  Surakarta dilengkapi dengan beberapa fasilitas. 
Fasilitas-fasilitas tersebut antara lain: 
a. Poliklinik yang disediakan untuk pelayanan kesehatan para pegawai, 
dibuka setiap hari Senin dan Kamis serta dilayani oleh satu orang 
dokter dan  satu orang tenaga medis. 
b. Lapangan tennis outdoor yang terletak di halaman belakang kantor 
sebagai sarana olah raga bagi para pegawai. Lapangan ini juga 
digunakan untuk senam pagi bagi para pegawai yang dilaksanakan 
setiap hari Jumat pukul 06.30 WIB. 
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c. Aula yang terletak berdekatan dengan taman. Aula tersebut 
digunakan untuk pertemuan-pertemuan resmi atau kegiatan 
penyuluhan dan pengarahan kepada masyarakat Wajib Pajak. 
d. Ruang rapat khusus yang digunakan untuk pertemuan-pertemuan 
khusus. 
e. Koperasi Pegawai Negeri yang disediakan untuk membantu 
kesejahteraan dan kebutuhan para pegawai dengan nama KPN 
Direktorat Jenderal Pajak Surakarta “BERSERI TP”. Koperasi ini 
menyelenggarakan kegiatan simpan pinjam bagi anggota pegawai 
KPP Pratama Surakarta dan Kanwil DJP Jawa Tengah II. 
f. Mushola yang terletak di belakang kantor sebagai sarana tempat 
ibadah bagi para pegawai yang beragama muslim. 
g. Kantin yang berada di belakang kantor untuk memudahkan para 
pegawai untuk mendapatkan makanan pada saat istirahat 
berlangsung. 
h. Tempat foto kopi yang dikelola oleh koperasi dengan menyewa 
tempat   di kantor. 
2. Visi dan Misi 
Dalam menjalankan tugas-tugasnya, KPP Pratama Surakarta 
mengacu pada Visi Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut: 
“Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan 
sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia, yang dipercaya dan 
dibanggakan masyarakat”. 
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Visi tersebut merupakan suatu gambaran menantang tentang 
keadaan masa depan Direktorat Jenderal Pajak yang sungguh-sungguh 
menginginkan transformasi terhadap realitas melalui komitmen dan 
tindakan yang dilakukan oleh segenap jajaran Ditjen Pajak. 
Dalam pernyataan visi Ditjen Pajak tersebut terkandung tiga cita-
cita utama yang dituju, yaitu: 
a. Menjadi model pelayanan masyarakat yang merefleksikan cita-cita 
untuk menjadi contoh pelayanan masyarakat bagi unit-unit instansi 
pemerintah lainnya. 
b. Berkelas dunia dengan merefleksikan cita-cita untuk mencapai 
tingkatan standar internasional baik untuk kualitas aparatnya maupun 
kualitas kinerja dan hasil kerjanya. 
c. Dipercaya dan dibanggakan masyarakat yang merefleksikan cita-cita 
untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat bahwa eksistensi dan 
kinerjanya memang benar-benar berkualitas tinggi dan akurat serta 
mampu memenuhi harapan masyarakat untuk memiliki citra yang 
bersih baik dan bersih. 
Dalam rangka mencapai visi di atas, Direktorat Jenderal Pajak 
memiliki empat misi, yaitu: 
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a. Misi Fiskal 
Misi fiskal ini mengacu pada Direktorat Jenderal Pajak, yaitu: 
“Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak 
yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah 
berdasarkan Undang-undang Perpajakan dengan tingkat efektivitas 
dan efisiensi yang tinggi”. 
Misi fiskal ini merupakan misi utama Direktorat Jenderal 
Pajak yang merupakan tujuan dari keberadaan/ eksistensi Direktorat 
Jenderal Pajak dan sekaligus menjadi tugas dan fungsinya yaitu 
menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak. Misi ini 
tidak hanya semata-mata menghimpun penerimaan pajak tetapi juga 
disertai dengan batasan-batasan yang harus dipenuhi yaitu segala 
upaya dan kegiatannya harus sesuai dengan peraturan perundang-
undangan perpajakan yang berlaku. 
Jumlah penerimaan pajak yang dihimpun harus mampu 
memenuhi harapan masyarakat dan pemerintah yaitu mendukung 
kemandirian pembiayaan pemerintah. Dalam pelaksanaannya, misi 
ini harus dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi 
sehingga cost of collection dan cost of compliance dapat ditekan 
serendah mungkin serta mampu mencegah tax evasion dan tax 
avoidance secara optimal. 
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Keberadaan KPP Pratama Surakarta sebagai fungsi 
operasional mengemban tugas untuk menghimpun dana dari sektor 
pajak dan kegiatan lain yang harus dilakukan,antara lain: 
1) Perencanaan dan realisasi penerimaan pajak sesuai dengan 
perundang-undangan perpajakan dan aturan pelaksanaan 
lainnya. 
2) Penerimaan dana dari sektor pajak dioptimalkan untuk 
melepaskan ketergantungan hutang dan sepenuhnya untuk 
memenuhi harapan masyarakat dan pemerintah. 
3) Mempertimbangkan “cost of benefit” dalam setiap kegiatan. 
Krisis moneter yang berkelanjutan dan menyebar ke berbagai 
sektor ekonomi serta berlanjut dengan krisis kepercayaan terhadap 
mata uang rupiah telah memberikan tekanan terhadap kinerja dan 
prospek ekonomi nasional. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan 
pengelolaan kebijakan fiskal yang sehat, terpercaya, dan 
berkelanjutan. Hal ini terutama untuk memberikan perlindungan bagi 
kelompok masyarakat yang rentan terhadap dampak krisis dan dalam 
rangka pemulihan kondisi perekonomian nasional. 
Oleh karena itu, pengelolaan kebijaksanaan fiskal diarahkan 
kepada upaya menstabilkan dan menggerakkan perekonomian serta 
memberdayakan dan memberikan stimulasi kepada perekonomian 
rakyat. Berbagai upaya tersebut harus dilakukan secara terintegrasi, 
sinkron, dan bersinergi dengan berbagai kebijaksanaan dan bidang-
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bidang lain (moneter, perdagangan luar negeri, neraca pembayaran, 
lalu lintas devisa,dan sektor riil), sehingga mengantarkan bangsa 
Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur. 
b. Misi Ekonomi 
Misi ekonomi ini mengacu pada Direktorat Jenderal Pajak, yaitu: 
“Mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi 
permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijakan perpajakan yang 
meminimalkan distortion”. 
Sebagai instansi pemerintah di bidang ekonomi, maka 
kebijakan perpajakan merupakan salah satu instrumen kebijakan 
pemerintah dalam rangka mengatasi masalah ekonomi bangsa. Oleh 
karena itu, kebijakan perpajakan harus ditujukan pula untuk 
mendukung kebijakan ekonomi pemerintah. 
c. Misi Politik 
Perkembangan kesadaran politik masyarakat telah 
mengarahkan bangsa Indonesia menuju proses demokratisasi dimana 
hak-hak masyarakat untuk menyatakan keinginannya harus 
dihormati oleh pemerintah. Periode dimana pemerintah dapat 
memaksakan kehendaknya kepada masyarakat sudah berakhir dan 
kini telah digantikan dengan kewajiban pemerintah untuk 
mengakomodasikan dan melayani keinginan masyarakat. 
Dengan kerangka berpikir di atas, maka di dalam misi politik 
ini Direktorat Jenderal Pajak menyatakan akan mendukung proses 
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demokratisasi bangsa yang pada tahap awal ini akan difokuskan 
untuk mendukung suksesnya proses otonomi daerah. 
d. Misi Kelembagaan 
Misi kelembagaan ini mengacu pada Direktorat Jenderal Pajak, 
yaitu: 
“Senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi 
masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan 
mutakhir”. 
Misi kelembagaan ini merupakan misi internal yang bersifat 
mendukung pelaksanaan misi-misi lainnya. Misi kelembagaan 
merupakan kewajiban dan tugas Direktorat Jenderal Pajak untuk 
senantiasa membangun dan memelihara diri agar terus berkembang 
secara fisik maupun kualitasnya. Hal tersebut diharapkan mampu 
mendorong Direrktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan misi 
yang lainnya dengan kinerja yang tinggi serta dapat menghadapi 
tantangan dan perubahan-perubahan masyarakat yang berkembang 
cepat, agar disertai dengan kemampuan dalam mengikuti 
perkembangan teknologi, administrasi, dan organisasi, sehingga 
senantiasa dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan 
seluruh misi menuju tercapainya visi Direktorat Jendera Pajak. 
Sesuai dengan misi ini, kelembagaan di lingkungan KPP 
Pratama Surakarta senantiasa dievaluasi dan disempurnakan sejalan 
dengan perkembangan kebutuhan dan tuntutan pelaksanaan tugas. 
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3. Tugas Pokok dan Fungsi 
Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama 
Surakarta mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: 
a. Tugas pokok KPP Pratama Surakarta, yaitu: 
Melaksanakan pelayanan, pengawasan administratif, dan 
pemeriksaan sederhana terhadap Wajib Pajak (WP) dalam bidang 
Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Tidak Langsung 
lainnya dalam wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
b. Fungsi  KPP Pratama Surakarta terdiri dari: 
1) Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi 
perpajakan, pengamatan potensi perpajakan, dan ekstensifikasi 
WP. 
2) Penelitian dan penatausahaan Surat Pemberitahuan (SPT) 
tahunan, Surat Pemberitahuan (SPT) masa, dan berkas WP. 
3) Pengawasan Pembayaran masa PPh, PPN, PPnBM, dan Pajak 
Tidak Langsung lainnya. 
4) Penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, 
penyelesaian keberatan, penatausahaan banding, dan 
penyelesaian restitusi pajak. 
5) Pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi perpajakan. 
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6) Penerbitan dan pembetulan Surat Ketetapan Pajak (SKP) 
7) Pengurangan sanksi pajak. 
8) Penyuluhan dan konsultasi perpajakan. 
9) Pelaksanaan administrasi KPP Pratama Surakarta. 
4. Kebijaksanaan 
Kebijaksanaan merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak 
terkait dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan 
pedoman serta pegangan bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan 
masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya 
mencapai sasaran, tujuan, visi, dan misi KPP Pratama Surakarta. 
Kebijaksanaan yang telah ditetapkan tersebut  secara garis besar 
dapat dijabarkan dalam empat kebijaksanaan, yaitu: 
a. Peningkatan kualitas pelayanan. 
b. Pencapaian rencana penerimaan PPh. 
c. Pencapaian rencana penerimaan PPN, PPnBM, dan Pajak Tidak 
Langsung Lainnya. 
d. Membangun masyarakat peduli dan sadar pajak. 
5. Program Instansi 
Kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan kemudian 
dijabarkan lagi ke dalam program-program yang telah disusun berikut 
ini: 
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a. Peningkatan kualitas pelayanan dilakukan dengan cara sebagai 
berikut: 
1) Peningkatan sarana 
2) Pembinaan dan peningkatan kualitas SDM serta pengelolaan 
keuangan 
3) Percepatan penyelesaian pelayanan 
b. Pencapaian rencana penerimaan PPh dilakukan dengan cara sebagai 
berikut: 
1) Intensifikasi PPh 
2) Ekstensifikasi PPh 
3) Penagihan PPh 
4) Pengawasan administrasi PPh 
c. Pencapaian rencana penerimaan PPN, PPnBM, dan Pajak Tidak 
Langsung Lainnya dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
1) Intensifikasi PPN, PPnBM, dan PTLL 
2) Ekstensifikasi PPN, PPnBM, dan PTLL 
3) Penagihan PPN, PPnBM, dan PTLL 
4) Pengawasan administrasi PPN, PPnBM, dan PTLL 
d. Membangun masyarakat peduli dan sadar pajak dilakukan dengan 
cara sebagai berikut: 
1) Meningkatkan penyuluhan 
2) Pengamatan potensi perpajakan 
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6. Struktur Organisasi 
KPP Pratama Surakarta menjalankan seluruh kegiatannya dengan 
melibatkan para pegawai yang terorganisir dan terkoordinasi supaya 
semua kegiatan yang dilakukan dapat berjalan efektif dan efisien. 
Adapun struktur organisasi di KPP Pratama Surakarta dapat dilihat pada 
gambar berikut: 
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Gambar III.1  
(Sumber: KPP Pratama Surakarta)                   Struktur Organisasi KPP Pratama Surakarta 
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7. Deskripsi Jabatan 
Berdasarkan  Standar Prosedur Operasi (SOP) DJP Keputusan 
Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-14/ PJ/ 2008 beberapa fungsi dan 
tugas pokok dari seksi-seksi di KPP Pratama adalah sebagai berikut : 
a. Kepala Kantor 
1) Mengkoordinasi tugas-tugas bagian yang berada di bawahnya. 
2) Mengotorisasi, memeriksa, dan menandatangani dokumen serta 
laporan-laporan. 
3) Meminta laporan pertanggungjawaban dari bagian-bagian di 
bawahnya. 
b. Sub Bagian Umum 
1) Menerima dokumen, mermproses, dan menata usaha dokumen 
masuk di Sub Bagian Umum serta menyampaikan dokumen di 
KPP. 
2) Mengajukan pengujian kesehatan pegawai, pengurusan gaji, 
TKPKN, SPJ, pengajuan uang makan PNS, serta pemberhentian 
gaji dan TKPKN. 
3) Melaksanakan pelantikan, sumpah dan serah terima jabatan, 
serta pengambilan sumpah PNS. 
4) Membuat kartu tanda pengenal pemeriksa, menerbitkan izin 
melanjutkan pendidikan di luar kedinasan, dan mengajukan usul 
peserta pendidikan di luar negeri. 
35 
 
5) Membuat laporan perkawinan pertama pegawai, mengajukan 
usul permohonan pensiun janda/ duda, mengajukan permohonan 
berhenti bekerja sebagai PNS atas permintaan sendiri, dan 
mengajukan usul pengangkatan bendahara. 
6) Menyusun RKAKL, laporan bulanan konversi energi, laporan 
berkala, laporan tahunan, laporan atau daftar realisasi anggaran, 
dan laporan SAKPA (Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna 
Anggaran) tingkat satuan kerja atau UAKPA (Unit Akuntansi 
Kuasa Pengguna Anggaran). 
7) Permohonan uang duka meninggal, permohonan kartu tanda 
asuransi, dan Taspen mekanisme pembayaran anggaran belanja 
(pembayaran melalui uang persediaan). 
8) Melakukan pembayaran tagihan melalui mekanisme langsung 
(LS) kepada rekanan. 
9) Melakukan permintaan dan pembayaran uang lembur pegawai. 
10) Melaksanakan penutupan buku kas umum, penerimaan 
inventaris dari rekanan/ pihak lain, pelaksanaan penghapusan 
barang milik Negara dengan lelang pada unit KPP. 
11) Memusnahkan dokumen, serta menyusun tanggapan atau tindak 
lanjut terhadap Surat Hasil Pemeriksaan (SHP) atau Laporan 
Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Itjen DepKeu atau BPK atau 
BPKP atau Unit Fungsional Pemeriksa Lainnya. 
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c. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan 
1) Memproses dan menata usaha dokumen masuk di Seksi 
Ekstensifikasi. 
2) Membuat daftar obyek pajak baru baik dengan penelitian kantor 
maupun lapangan. 
3) Menerbitkan Surat Himbauan untuk memiliki NPWP dan daftar 
nominative untuk usulan SP3 PSL Ekstensifikasi. 
4) Mencari data dari pihak ketiga dalam pembentukan atau 
pemutakhiran bank data perpajakan serta data potensi  
perpajakan dalam monografi fiscal. 
5) Melaksanakan penilaian individual obyek PBB dan memelihara 
data obyek dan subyek PBB. 
6) Membuat Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) dan 
pembetukan atau penyempurnaan ZNT atau NIR. 
7) Menyelesaikan permohonan penundaan pengembalian SPOP, 
permohonan surat keterangan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), 
dan mutasi sebagian ataupun seluruh obyek dan subyek PBB. 
d. Seksi Pengolahan Data dan Informasi 
1) Memproses dan menata usaha dokumen masuk serta alat 
keterangan seksi PDI. 
2) Menyusun rencana penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, 
perkembangan ekonomi, dan keuangan. 
3) Membentuk dan memanfaatkan bank data. 
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4) Membuat dan menyampaikan Surat Perhitungan (SPH) ke KPP 
lain. 
5) Meminjamkan berkas data atau alat keterangan kepada Seksi 
terkait. 
6) Menata usaha penerimaan PBB Non Elektronik. 
7) Membuat laporan penerimaan PBB atau BPHTB serta 
menyelesaikan pembagian hasilnya. 
e. Seksi Pelayanan 
1) Menata usaha surat, dokumen masuk, dokumen WP, laporan Wp 
pada tempat tata cara pendaftaran NPWP, melakukan 
penghapusan NPWP, mengubah identitas WP, dan memberi 
tahu penggunaan norma penghitungan. 
2) Menyelesaikan permohonan  pengukuhan Pengusaha Kena 
Pajak (PKP) dan pencabutan PKP. 
3) Menyelesaikan pemindahan WP dan PKP di KPP lama. 
4) Menyelesaikan pemindahan WP dan PKP di KPP baru. 
5) Menerima dan mengolah SPT Tahunan PPh dan SPT Masa. 
6) Menyelesaikan permohonan perpanjangan waktu penyampaian 
SPT Tahunan PPh, cetak salinan, dan pembetulan SPPT atau 
SKP atau STP. 
7) Menerbitkan Surat Teguran penyampaian SPT Masa dan 
Tahunan, serta SKP. 
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8) Meneliti hasil keluaran berupa SPPT atau STP atau DHKP atau 
DHR. 
9) Meminjamkan atau mengirimkan berkas. 
10) Melaksanakan pemenuhan permintaan konfirmasi dan 
klarifikasi. 
11) Menyelesaikan permohonan pembukuan dalam bahasa Inggris 
dan mata uang dollar Amerika Serikat. 
12) Menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak 
(SPMKP) untuk perwakilan negara asing dan badan-badan 
internasional serta pejabat atau tenaga ahlinya. 
13) Menyampaikan permintaan revaluasi aktiva tetap dari WP ke 
Kantor Wilayah. 
14) Melayani permintaan penetapan sebagai daerah terpencil. 
15) Menyisihkan anak berkas WP yang tahun atau masa pajaknya 
telah melampui 10 tahun. 
f. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) 
1) Memproses dan menata usaha dokumen masuk di Seksi 
Pengawasan dan Konsultasi serta menyusun estimasi 
penerimaan pajak per WP. 
2) Menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak 
(SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), 
Surat Tagihan Pajak (STP), SKPKB atau SKPKBT atau STB, 
Surat Ketetapan Pajak PBB, teguran pengembalian SPOP, surat 
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himbauan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT), serta 
menerbitkan penggantian SPMKP atau SPMIB karena lewat 
waktu atau daluwarsa, rusak atau salah baik yang telah 
didistribusikan maupun yang belum didistribusikan. 
3) Menyelasaikan permohonan penggunaan nilai buku dalam 
penggabungan, pengambilalihan, atau pemekaran usaha. 
4) Menyelesaikan permohonan keberatan, pembetulan ketetapan, 
pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PPh, PPN 
dan PPnBM di KPP. 
5) Menyelesaikan permohonan pengurangan atau pembatalan 
ketetapan pajak yang tidak benar PPh, PPN, dan PPnBM di 
KPP. 
6) Menyelesaikan permohonan pengurangan atau penghapusan 
sanksi administrasi PBB, perubahan metode pembukuan. 
7) Menyelesaikan permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh 
Pasal 21, SKB PPh Pasal 22 bendaharawan, SKB pemungut PPh 
Pasal 22 Impor, SKB pemungut PPh Pasal 22 atas impor untuk 
WP yang penghasilannya semata-mata dikenakan PPh Final, 
SKB PPh Pasal 22 atas impor emas batangan untuk diekspor 
perhiasan emas, SKB pemotong PPh Pasal 23, SKB pemotongan 
PPh atas bunga deposito, tabungan, serta diskonto SBI yang 
diterima atau diperoleh dana pension yang pendiriannya telah 
disahkan oleh Menteri Keuangan. 
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8) Menyelesaikan permohonan SKB PPh atas pengalihan hak tanah 
dan bangunan bagi WP real estate, SKB PPN atas penyerahan 
BKP tertentu WP perwakilan Negara asing atau badan 
internasional serta pejabat atau tenaga ahlinya, SKB PPnBM 
atas Pembelian kendaraan angkutan, Surat Keterangan Bebas 
Fiskal Luar Negeri (SKBFLN), SKB PPn BM atas penyerahan 
kendaraan bermotor. 
9) Melayani permintaan perubahan tahun buku pertama, pemusatan 
PPN,  permohonan Surat Keterangan Fiskal WP Non Bursa. 
10) Menyelesaikan pemberian izin pembubuhan tanda bea materai 
lunas baik dengan mesin teraan materai, teknologi percetakan, 
maupun dengan system komputerasi. 
11) Menyelesaikan permohonan penambahan deposito baik dengan 
mesin teraan materai teknologi percetakan maupun dengan 
sistem komputerisasi. 
12) Menyelesaikan permohonan pengalihan saldo bea materai baik 
dari mesin teraan ke teknologi percetakan, dari teknologi 
percetakan ke mesin teraan, dari teknologi percetakan ke system 
komputerisasi, dari system komputerisasi ke mesin teraan, 
maupun dari sitem komputerisasi ke teknologi percetakan. 
13) Menyelesaikan permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 
25, pengembalian pendahuluan PPh untuk WP patuh, perubahan 
metode penilaian persediaan, pengembalian pendahuluan PPN 
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untuk WP criteria tertentu khusus WP patuh, kelebihan 
pembayaran PBB, kelebihan pembayaran BPHTB, pengurangan 
PBB terutang, pengurangan BPHTB terutang, kompensasi 
(pemindahbukuan) PBB atau BPHTB, keberatan atas 
penunjukan sebagai WP, pembetulan STB atau SKPKB atau 
SKBKBT atas permohonan WP, pembetulan STB atau SKBKB 
atau SKBKBT secara jabatan, pembatalan SPPT atau SKB atau 
STP, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan 
pengurangan atau pembatalan SKBKB atau SKBKBT atau STB 
di KPP, dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang 
seharusnya tidak terutang. 
14) Menetapkan angsuran PPh Pasal 25 WP bank, sewa guna usaha 
dengan hak opsi, BUMN, dan BUMD serta menetapkan WP 
patuh. 
15) Membuat surat pemberitahuan perubahan besarnya angsuran 
PPh Pasal 25 (dinamisasi), SPMKP, atau SPMIB yang hilang. 
16) Melaksanakan putusan gugatan atau banding, ekualisasi, 
penelitian dan analisis kepatuhan material WP. 
17) Memberikan bimbingan kepada WP, menjawab surat yang 
berkaitan dengan konsultasi teknis perpajakan bagi WP, 
menentukan kembali tanggal jatuh tempo pembayaran PBB, 
pemutakhiran profil WP, mengusulkan PKP fiktif. 
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18) Menata usaha Surat Keputusan Pembetulan, mengurangi atau 
menghapus sanksi administrasi, serta Surat Keputusan 
Keberatan atau Banding atau mengurangi atau mambatalkan 
Surat Ketetapan Pajak di Seksi Pengawasan dan Konsultasi. 
g. Seksi Pemeriksaan 
1) Memproses dan menata usaha dokumen masuk di Seksi 
Pemeriksaan. 
2) Menyelesaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan PPh lebih 
bayar, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PPN 
dan PPn BM selain WP patuh. 
3) Menyelesaikan usulan pemeriksaan dan pemeriksaan bukti 
permulaan. 
4) Melaksanakan pemeriksaan kantor dan lapangan. 
5) Penatausahaan Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) dan Nota 
Perhitungan. 
h. Seksi Penagihan 
1) Memproses dan menata usaha dokumen masuk di Seksi 
Penagihan, Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tagihan Pajak 
(STP) beserta bukti pembayarannya, Surat Keputusan 
Pembetulan atau Keberatan atau Putusan Banding atau 
Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak, dan Surat 
Keputusan Pengurangan atau Penghapusan sanksi administrasi  
pada Seksi Penagihan. 
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2) Menjawab konfirmasi data tunggakan pajak WP. 
3) Menyelesaikan permohonan penundaan pembayaran pajak dan 
usulan pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak. 
4) Melakukan penagihan pajak seketika dan sekaligus. 
5) Menghapus piutang pajak. 
6) Menerbitkan Surat Teguran Pajak bunga penagihan, Surat 
Teguran Penagihan, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan 
Penyitaan (SPMP), dan Surat Keputusan Pencabutan Sita. 
7) Melakukan pemindahan berkas dari KPP ke KPP lainnya. 
8) Membuat usulan pencegahan dan penyanderaan terhadap WP 
tertentu. 
9) Melaksanakan lelang dan menyelesaikan permohonan 
pembatalan lelang. 
10) Membuat laporan Seksi Penagihan ke Kantor Wilayah. 
11) Menyelesaikan permohonan mengangsur pembayaran pajak. 
 
B. Laporan Magang Kerja 
1. Jadwal Magang 
Penulis melakukan kegiatan magang selama dua bulan di Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta. Kantor ini berlokasi di Jalan 
Kyai Haji Agus Salim Nomor 1 Surakarta 57147, telepon (0271) 717522/ 
718400/ 720821, faximile (0271) 728436, homepage DJP: 
www.pajak.go.id. 
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Aktivitas magang ini dimulai pada tanggal 1 Februari 2010 dan 
berakhir pada 31 Maret 2010. Selama kegiatan magang, penulis 
ditempatkan di bagian yang telah ditentukan oleh kantor. Bagian-bagian 
tersebut antara lain: 
a. Selama dua minggu pada Bagian Ekstensifikasi. 
b. Selama dua minggu pada Bagian Pengolahan Data dan Informasi 
(PDI). 
c. Selama dua minggu pada Bagian Penagihan. 
d. Selama dua minggu pada Bagian Pelayanan. 
Penulis melakukan aktivitas magang selama lima hari dalam 
seminggu, dimulai pada hari Senin sampai dengan hari Jumat dengan 
jadwal sebagai berikut: 
a. Senin – Kamis  : 07.00 – 17.00 WIB (jam istirahat 12.00 – 13.00). 
b. Jumat           : 07.00 – 17.00 WIB (jam istirahat 12.00 – 14.00). 
2. Aktifitas Magang 
Pada dua minggu pertama atau lebih tepatnya pada tanggal 1 – 12 
Februari, penulis ditempatkan pada bagian Ekstensifikasi Perpajakan. 
Pada hari pertama, tentu saja penulis diperkenalkan kepada para 
karyawan di bagian tersebut. Setelah perkenalan yang singkat, penulis 
langsung diberi penjelasan mengenai tugas-tugas yang harus 
dilaksanakan selama penulis ditempatkan di bagian tersebut.  
Tugas pertama yang diberikan kepada penulis adalah 
mengelompokkan tarif-tarif tanah yang berada di wilayah kerja KPP 
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Pratama Surakarta ke dalam sistem SIG PBB (Sistem Informasi 
Geografis Pajak Bumi dan Bangunan). Wilayah tersebut meliputi 
beberapa kecamatan, yaitu: 
a. Laweyan, 
b. Jebres, 
c. Serengan, 
d. Pasar Kliwon, 
e. dan Banjarsari. 
Pengelompokkan  ini dilakukan untuk memudahkan penentuan harga 
tanah per meter serta Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tanah tersebut 
sesuai dengan tipe-tipe tanah yang telah penulis kelompokkan. 
Setiap hari Selasa dan Kamis selama berada di bagian 
ekstensifikasi perpajakan, penulis diajak untuk ikut serta dalam kegiatan 
Mobile Tax Unit (MTU) yang diselenggarakan bagian ekstensifikasi 
tersebut. Kegiatan ini merupakan sosialisasi yang dilakukan oleh 
karyawan KPP Pratama Surakarta kepada masyarakat sehubungan 
dengan perubahan yang terjadi dalam perpajakan serta sebagai sarana 
konsultasi dan penerimaan SPT di luar kantor.  
Pada tanggal 15 – 25 Februari, penulis dipindahkan ke bagian 
Pengolahan Data dan Informasi (PDI). Di bagian ini, penulis diberikan 
tugas untuk merekam SPT PPh (Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan) 
baik Orang Pribadi (OP) maupun Badan untuk tahun-tahun yang telah 
berlalu. Hal ini dilakukan untuk mengarsipkan data SPT tahun-tahun 
46 
 
yang lalu sehingga memudahkan pihak KPP Pratama Surakarta jika perlu 
mengadakan pemeriksaan terhadap SPT-SPT tersebut. Selain itu, penulis 
juga ditugaskan untuk merekam SPT PPN (Surat Pemberitahuan Pajak 
Pertambahan Nilai). Hal ini juga dilakukan untuk pengarsipan data 
seperti yang dilakukan pada SPT PPh. 
Pada tanggal 1 – 12 Maret, penulis kembali dipindahkan ke 
bagian lain. Penulis dipindahkan ke bagian Penagihan dan diberi tugas 
yang berbeda lagi. Pada bagian ini, tugas pertama yang diberikan kepada 
penulis adalah merekap pelunasan pajak yang telah dilakukan oleh 
masyarakat. Perekapan ini bertujuan untuk mendata dan memisahkan 
antara Wajib Pajak yang telah melunasi tagihan pajaknya dan yang 
belum melunasi tagihan pajaknya. Bagi Wajib Pajak yang belum 
melakukan pelunasan, akan dikenakan yang lebih lanjut supaya segera 
melunasi tagihan pajaknya sesuai dengan prosedur yang telah diatur 
dalam perpajakan.   
Selain itu, penulis diberi tugas untuk mendokumentasikan 
beberapa jenis surat. Surat- surat tersebut antara lain: 
a. Surat Paksa 
Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya 
penagihan pajak. Surat Paksa ini mempunyai kekuatan eksekutorial 
dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 
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b. Surat Tagihan Pajak (STP) 
Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan 
pajak dan atau sanksi adminitrasi berupa bunga dan atau denda yang 
diberikan kepada Wajib Pajak untuk segera melunasi tagihan pajak 
tersebut.  
c. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan 
Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan adalah surat yang diterbitkan 
oleh pejabat pajak yang berwenang untuk menguasai barang 
Penanggung Pajak, guna dijadikan sebagai jaminan untuk melunasi 
utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Penyitaan ini 
dilakukan oleh Jurusita Pajak. 
d. Surat Lelang 
Surat lelang adalah surat yang diterbitkam oleh pejabat pajak yang 
berwenang untuk melakukan lelang terhadap barang yang telah disita 
melalui Kantor Lelang. 
Dua minggu terakhir atau tepatnya pada tanggal 15 – 31 Maret, 
penulis dipindahkan ke bagian Pelayanan. Bagian Pelayanan ini bertugas 
melayani Wajib Pajak secara langsung dalam mengurus pajak-pajaknya. 
Pada pertengahan sampai akhir Maret, biasanya Wajib Pajak Orang 
Pribadi (WP OP) mulai berdatangan ke KPP setempat untuk melaporkan 
SPT tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan batas pelaporan SPT OP 
untuk tahun sebelumnya adalah akhir bulan ketiga tahun berikutnya atau 
pada tanggal 31 Maret. Bagi Wajib Pajak yang wilayahnya bukan di KPP 
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Pratama Surakarta juga bisa melaporkan SPT di kantor tersebut karena 
pada peraturan saat ini Wajib Pajak diberikan kemudahan. Tentu saja 
Wajib Pajak di luar wilayah KPP ini akan dipisahkan, kemudian SPT 
yang dilaporkan akan dikirimkan oleh petugas KPP Pratama Surakarta ke 
wilayah KPP Wajib Pajak tersebut. Apabila tanggal 31 Maret bertepatan 
dengan hari libur, maka batas pelaporan akan diberi kelonggaran sampai 
hari berikutnya. 
Di bagian ini, penulis diberi tugas untuk membantu pegawai-
pegawai KPP Pratama Surakarta dalam marekam SPT OP tahun 2009 ke 
dalam sistem Drop Box (aplikasi komputer untuk merekam SPT tahunan) 
yang telah tersedia. Khusus pada saat pelaporan SPT, KPP Pratama 
Surakarta membuat stand pelaporan di halamn kantor denagn tujuan 
menanggulangi banyaknya jumlah Wajib Pajak yang melapor. 
Hari terakhir pelaporan SPT OP bertepatan dengan hari terakhir 
bagi penulis untuk melakukan kegiatan magang di kantor tersebut. Para 
pegawai dengan ramah mengajak penulis beserta kawan-kawan 
mahasiswa yang lain untuk mengikuti acara penutupan pelaporan SPT 
OP. Banyak sekali ilmu serta pengalaman berharga yang penulis 
dapatkan selama kegiatan magang ini, yang tentunya sangat berguna bagi 
penulis di masa yang akan datang. 
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C. Pembahasan Masalah 
1. Dampak Kewajiban NPWP Bagi Pensiunan terhadap Penerimaan Pajak 
Penghasilan Orang Pribadi di Wilayah Surakarta 
Kewajiban bagi pensiunan untuk menjadi WP dan memiliki 
NPWP membuat jumlah pensiunan yang mendaftarkan diri menjadi WP 
naik secara signifikan. Kenaikan ini terjadi terutama pada akhir tahun 
2009 sampai dengan awal tahun 2010. Kenaikan ini dapat dilihat dari 
data pendaftar baru pada Kantor Pelayanan Pajak yang menjadi tempat 
bagi pensiunan untuk mendaftarkan diri sebagai WP dan pada PT Taspen 
yang menjadi tempat WP Pensiunan untuk melaporkan diri telah menjadi 
WP. Setelah mengetahui data pendaftar baru dari KPP maupun PT 
Taspen, kita dapat membandingkan dengan penerimaan Pajak 
Penghasilan pada KPP bersangkutan dalam hal ini KPP Pratama 
Surakarta. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh NPWP 
pensiunan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi 
khususnya di Wilayah Surakarta. 
Jumlah pensiunan baru yang malaporkan diri sebagai WP pada 
PT Taspen terjadi peningkatan yang cukup tinggi terutama bulan 
Desember 2009 – Maret 2010. Jumlah pensiunan baru yang melaporkan 
diri tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel III.1 
Jumlah WP Pensiunan Baru pada PT Taspen Surakarta 
1 Desember 2009 – 31 Maret 2010 
Bulan Jumlah Pendaftar 
Desember 528 
Januari                      1.576 
Februari 672 
Maret 534 
Sumber: Data sekunder yang diolah 
Berdasarkan tabel III.1 di atas dapat diketahui jumlah pensiunan 
baru yang melaporkan diri pada PT Taspen mencapai puncaknya pada 
bulan Januari 2010. Data yang penulis dapatkan dari PT Taspen ini 
merupakan data yang penulis olah karena PT Taspen hanya mempunyai 
data rekapan yang tidak dipisahkan antara pensiunan baru dan lama 
sehingga penulis dapat mengetahui jumlah pendaftar yang baru dengan 
menghitung secara manual. 
Data yang penulis peroleh mengenai jumlah WP pensiunan dari 
PT Taspen selanjutnya akan dibandingkan dengan jumlah WP Orang 
Pribadi baru yang mendaftarkan diri pada periode yang sama. Data WP 
Orang Pribadi tersebut penulis peroleh dari KPP Pratama Surakarta. 
Berikut ini penulis sajikan jumlah WP Orang Pribadi baru yang 
mendaftar pada KPP Pratama Surakarta pada bulan Desember 2009  - 
Maret 2010: 
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Tabel III.2 
Jumlah WP OP Baru wilayah Surakarta 
1 Desember 2009 - 31 Maret 2010 
Bulan Jumlah WP yang mendaftar 
Desember 4.455 
Januari 1.436 
Februari 1.086 
Maret 1.335 
Sumber: Data sekunder yang diolah 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah WP 
Orang Pribadi yang mendaftar paling banyak adalah pada bulan 
Desember. Data yang penulis dapatkan merupakan jumlah total pendaftar 
WP OP baik pensiunan maupun bukan pensiunan karena KPP Pratama 
Surakarta tidak memberikan kode khusus bagi WP pensiunan. Data 
tersebut berbeda antara data PT Taspen dan KPP Pratama. Hal ini 
dikarenakan banyak pensiunan yang mendaftarkan diri pada KPP 
Pratama Surakarta di bulan Desember 2009 tetapi baru melaporkan diri 
pada PT Taspen pada bulan Januari 2010. Bahkan jumlah pelapor pada 
bulan Januari 2010 melebihi jumlah pendaftar WP OP di KPP Pratama 
pada bulan Januari 2010. Hal ini menyebabkan data antara KPP Pratama 
Surakarta dan PT Taspen menjadi tidak sinkron. 
Setelah diketahui jumlah pendaftar  WP Orang Pribadi baru serta 
data dari PT Taspen, selanjutnya dibandingkan dengan data penerimaan 
Pajak Penghasilan dari KPP Pratama Surakarta untuk mengetahui 
pengaruhnya terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP tersebut. 
Berikut ini penulis sajikan tabel penerimaan Pajak Penghasilan Orang 
Pribadi di KPP Pratama Surakarta pada bulan yang bersangkutan: 
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Tabel III.3 
Penerimaan PPh OP KPP Pratama Surakarta 
Masa Desember 2009 - Maret 2010 
Masa Jumlah Penerimaan 
Desember  Rp              876.636.454  
Januari  Rp              634.020.197  
Februari  Rp              675.182.145  
Maret  Rp              633.801.880  
Sumber: Data primer yang diolah 
Data penerimaan di atas menunjukkan bahwa penerimaan PPh OP 
paling besar adalah pada bulan Desember 2009. Hal ini sesuai dengan 
jumlah WP OP yang mendaftar pada KPP Pratama Surakarta yang juga 
paling banyak pada bulan Desember 2009. Berdasarkan data penerimaan 
di atas juga diketahui bahwa naiknya jumlah pendaftar WP OP pensiunan 
dalam jumlah yang besar tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 
penerimaan pada KPP Pratama Surakarta. Hal ini dikarenakan SPT yang 
dilaporkan kepada KPP Pratama Surakarta untuk WP OP pensiunan 
adalah nihil atau dengan kata lain PPh OP untuk WP pensiunan telah 
dipungut dan dipotong oleh PT Taspen. 
2. Kelebihan dan Kelemahan Diwajibkannya Pensiunan untuk Menjadi WP 
Menindaklanjuti UU No.36/ 2008 tentang PPh, Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2009, dan Peraturan 
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/ PMK.03/ 2010, para 
pensiunan pegawai negeri di Indonesia kini diwajibkanuntuk menjadi 
Wajib Pajak (WP) dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 
Ketentuan tersebut seharusnya mulai berlaku sejak Januari 2009, tetapi 
karena masih banyak pensiunan yang belum mengetahui hal tersebut 
53 
 
maka diberikan toleransi hingga awal 2010 ini. Kepemilikan NPWP ini 
selain berguna untuk proses administrasi juga akan memberikan 
keuntungan bagi WP pensiunan. Bagi pensiunan yang tidak memiliki 
NPWP akan dikenai PPh lebih tinggi 20% dari tarif pajak yang 
diterapkan terhadap pensiunan yang dapat menunjukkan NPWP. Bagi 
pensiunan yang berpenghasilan kurang dari Rp1.320.000,00 tidak akan 
dikenai pajak dan tidak perlu memiliki NPWP, tetapi tetap disarankan 
untuk memiliki NPWP menyangkut administrasi atau identitas diri 
seperti halnya KTP.  
Pensiunan terlebih dahulu mendapatkan informasi dari PT Taspen 
untuk mendaftarkan diri menjadi WP. Setelah mendapatkan informasi, 
pensiunan mendaftarkan diri sebagai WP di Kantor Pelayanan Pajak 
setempat, dalam hal ini khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Surakarta. Pensiunan menunggu selama 7 hari untuk mendapatkan 
NPWP sebagaimana diketahui sebagai identitas WP. Setelah 
mendapatkan NPWP, WP pensiunan melaporkan diri pada PT Taspen 
supaya tercatat sebagai WP. Pada saat melaporkan diri pad PT Taspen, 
pensiunan diberikan Surat Keterangan Penghasilan yang nantinya 
digunakan untuk kepentingan SPT Pajak Tahunan di KPP setempat. 
Penulis melampirkan bagan alur pensiunan untuk menjadi WP di dalam 
lampiran Tugas Akhir ini supaya lebih jelas. NPWP bagi pensiunan tidak 
memiliki kode khusus sehingga untuk mengetahui jumlah pensiunan baru 
yang mendaftar, penulis melakukan penelitian pada PT Taspen yang 
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berada di wilayah Surakarta karena penelitian yang penulis lakukan 
terbatas pada WP pensiunan di wilayah Surakarta.  Berdasarkan data 
yang penulis peroleh dari PT Taspen maupun KPP Pratama Surakarta, 
terjadi ketidaksesuaian data tentang jumlah WP pensiunan baru karena 
banyak pensiunan yang tidak langsung melaporkan diri kepada PT 
Taspen. 
Para Pensiun yang telah menjadi WP ini nantinya hanya perlu 
membawa Surat Keterangan Penghasilan pada KPP setempat untuk 
kepentingan SPT Pajak Tahunan dan tidak perlu membayar Pajak 
Penghasilan lagi. Hal ini dikarenakan Pajak Penghasilan bagi pensiunan 
sudah dipotong oleh PT Taspen yang mengurusi dana pensiun. Fungsi PT 
Taspen di sini adalah sebagai pemotong dan pemungut pajak. 
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BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Temuan 
1. Kelebihan 
Setelah penulis melakukan penelitian mengenai pengaruh NPWP 
pensiunan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di wilayah Surakarta, 
penulis menemukan kelebihan-kelebihan sebagai berikut: 
a. Bagi pensiunan yang dapat menunjukkan NPWP kepada PT Taspen 
maka pensiunan tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan bagi pensiunan yang 
tidak dapat menunjukkan NPWP akan dikenakan Pajak Penghasilan 
20% lebih tinggi dari ketentuan yang berlaku. 
b. NPWP bagi pensiunan ini memudahkan pendataan pensiunan baik di 
KPP maupun PT Taspen karena berfungsi sebagai identitas diri WP 
pensiunan. 
2. Kelemahan 
Setelah penulis melakukan penelitian mengenai pengaruh NPWP 
pensiunan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di wilayah Surakarta,  
penulis menemukan kelemahan-kelemahan yaitu: 
a. KPP Pratama Surakarta tidak memberikan kode khusus kepada WP 
OP pensiunan sehingga sulit dibedakan antara WP OP pensiunan dan 
yang bukan. 
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b. PT Taspen hanya memiliki data WP pensiunan yang telah direkap 
baik yang lama maupun yang baru mendaftar sehingga untuk 
mengetahui jumlah WP pensiunan yang baru mendaftar harus 
dihitung secara manual. 
c. Belum ada koordinasi yang baik dalam rangka sinkronisasi data 
tentang jumlah WP pensiunan yang baru mendaftar antara KPP 
Pratama Surakarta dengan PT Taspen. 
 
B. Kesimpulan 
Berdasarkan tinjauan pustaka dan pembahasan yang telah 
dikemukakan oleh penulis dalam bab sebelumnya, maka penulis mengambil 
kesimpulan bahwa: 
1. WP OP baru yang mendaftarkan pada KPP Pratama Surakarta paling 
banyak terjadi pada bulan Desember 2009 yaitu sebesar 4.455 pendaftar. 
2. WP pensiunan baru yang melaporkan diri pada PT Taspen paling banyak 
pada bulan Januari 2010 yaitu sebesar 1.336 pelapor. 
3. Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada KPP Pratama 
Surakarta paling tinggi jumlahnya pada bulan Desember sesuai dengan 
jumlah pendaftar WP OP yang baru mendaftar yaitu sebesar 
Rp876.636.454,00. 
4. Diwajibkannya pensiunan untuk memiliki NPWP tidak berpengaruh 
secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan khususnya di 
wilayah Surakarta. 
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C. Rekomendasi 
Rekomendasi yang ingin penulis sampaikan adalah sebagai berikut: 
1. KPP Pratama Surakarta hendaknya memberikan kode khusus bagi WP 
pensiunan untuk mempermudah dalam hal pendataan baik untuk KPP 
Pratama Surakarta sendiri juga untuk PT Taspen. Kode tersebut dapat 
ditambahkan pada digit terakhir NPWP misalnya, 876348160526002. 
Angka 2 tersebut dapat digunakan sebagai kode pensiunan yang baru 
mendaftarkan diri pada KPP Pratama Surakarta. Kode tersebut juga dapat 
digunakan oleh PT Taspen untuk memisahkan data antara pensiunan 
lama dan baru. 
2. PT Taspen hendaknya tidak hanya merekap jumlah WP pensiunan yang 
baru maupun yang lama tetapi juga memiliki data WP pensiunan yang 
baru saja melaporkan diri untuk memudahkan pendataan jika diperlukan 
sehingga tidak perlu melakukan penghitungan secara manual. Pemisahan 
data pensiunan lama dan baru ini akan musah dilakukan bila dari KPP 
telah memberi kode khusus bagi pensiunan yang baru mendaftar seperti 
rekomendasi penulis di atas. 
3. KPP Pratama Surakarta dan PT Taspen hendaknya melakukan koordinasi 
secara intensif sehingga tercipta sinkronisasi data antara KPP Pratama 
Surakarta dan PT Taspen mengenai jumlah WP pensiunan baru. Selain 
itu, kondisi ini diharapkan dapat mempermudah WP pensiunan dalam 
pembuatan NPWP (contohnya: WP pensiunan cukup datang untuk 
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mendaftarkan diri pada KPP saja dan selanjutnya KPP yang akan 
mengirim data WP pada PT Taspen). 
 
